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Pendahuluan

Pendidikan Ilmu Komunikasi berkembang pesat sejak
reformasi politik di Indonesia, Sebelum tahun 1998, jumlah
perguruan tinggl vang mengelola program studi atau jurusan
ilmu komunikasi menurut catatan Tkatan Sarfana Komunikasi
Indonesia (ISKI), kurang lebih 24 institusi penyelenggara (Sendjaja,
2006). Namun setelah terjadi perubahan politik, vang memberikan
kebebasan  dalam  komunikasi, bidang  ilmu  komunikas:
berdasarkan data Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi
Diri (EPSBELD) November Tahun 2009, berjumlah lebih dari 199 di
berbagai perguruan tinggi di Indonesia (Kuswarno, 2000)

Pada masa sebelum reformasi, lembaga pemerintah yang
bertanggungjawab  terhadap aliran  informasi, melakukan
pengawasan ketat terhadap individu, kelompok maupun entitas
yang bergerak dalam bidang diseminasi pesan vang bersifat terbatas
maupun massal. Karena itu, komunikasi seringkali  diasumsikan
oleh masyarakat pada umumnya, lebih banyak berkaitan dengan
kegiatan yang berhubungan dengan eksistensi kekuasaan negara
dalam “penerangan, hubungan masyarakat dan profesi wartawan
* , vang memiliki ketergantungan terhadap peran pemerintah,

Dengankatalain, pengelolalaninformasi merupakan hegemoni
pemerintah yang memiliki kekuatan paksa untuk mengendalikan
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lalu lintas informasi. Karena itu, informasi dan komunikasi,
menjadi teramat formal, dan seolah - olah hak kelompok elite
dalam tubuh kekuasaan negara yang dapat mengontrol khalayak
ataupun massa.

Semua informasi dalam manajemen pemerintahan, cenderung
menitikberatkan kepada fungsi kontrol dibanding memberikan
Aeksibilitas untuk mengorganizasikan dan memproduksi  pesan
yang menghasilkan informasi beragam dan faktual. Masyarakat
dan produsen informasi, tidak memiliki kebebasan membangun
kreativitas berita dan pesan untuk mempengaruhi khalayak secara
demokratis. Kalaupun ada keluwesan dan kreativitas, saying hanya
memberikan kebebasan sebagai pemantas, yang tidak menyentuh
wilayah sensitif pemberitaan elite dalam tubuh kekuasaan negara.

Pada hakikatnya, blantiksa komunikasi dan  informasi
diwarnai oleh komunikasi yang datar dan informasi monoton
dalam belenggu jargon kekuasaan negara tentang serasi, selaras
seimbang yang diunggulkan, serta ditafsirkan secara integralistik,
sesuai dengan kehendak manajemen komunikast penguasa.

Keterbatasan Minat Masyarakat

Aplikasi ilmu komunikasi vang tidak dapat bergerak
bebas, menjadikan bidang ilmu tersebut, tidak bisa dipakai
sebagai rujukan masyarakat untuk memperoleh kesuksesan
dalam mengembangkan profesionalisme. Akibatnya, muncul
kecenderungan, mereka yang belajar di perguruan tinggi dan
memilih bidang ilmu komunikasi, adalah kelompok masyarakat,
komunitas atau entitas tertentu yang familier terhadap birokrasi
pemerintah dengan segala kekuatan politik yang dimiliki dan
kekuasaan negara.

Oleh sebab itu, teramat langka perguruan tinggi yang
tertarik untuk membuka program studi ilmu komunikasi dan
berbagai peminatan yang ada dalam lingkup ilmu komunikasi.
Kalaupun dalam perkembangan sebelum reformasi politik, ilmu
komunikasi juga dikenal luas, karena memiliki kekuatan aplikatif
yang didukung oleh teknologi komunikasi Namun secara
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substantif, belum menghasilkan ataupun mampu memproduksi
pesan dan informasi berkualitas sesual harapan masyarakat.
Teknologi komunikasi yang mendukung kecepatan pesan yang
didiseminasikan, ternyata tidak berjalan maksimal seiring dengan
ksterbukaan informasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Sebab pemerintah yang berkuasa beserta ordinat kekualannya
di berbagai institusi, tetap memberlakukan pengendalian informasi
vang ketat dan penuh dengan kekhawaliran terhadap terganggunya
stabilitas keamanan. Melalui manajemen prasangka dalam
komunikasi, dibangun belantara peraturan yang berisi pembatasan
langsung maupun tidak langsung, tethadap kebebasan berekspresi
dan menyampaikan pendapat. Intinya, peraturan - peraturan yang
dikeluarkan dalam pengetatan informasi, dipakai sebagai benteng
pertahanan yang amat diandalkan oleh manajemen informasi
pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional,

Karema itu, model kreativitas untuk menghasilkan pesan
- pesan kepada khalayak, tidak bisa bergerak dinamis, Dengan
demikian, keativitas pesan lebih banyak dikaitkan dengan upaya
memberikan dukung terhadap kepentingan bisnis, vang tidak
menyinggung aspek sensitif kekwvasaan politik pemerintah yang
berkuasa, Walaupun begitu, tetapi termyata produksi pesan
pendukung bisnis, tetap saja memperoleh pengawasan ketat dari
pemerintah beserta sayap - sayap politiknya di berbagai sektor
kehidupan masyarakat.

Dalam koridor manajemen aliran pesan  bersifat kerucut
yang dikendalikan cleh elite yang mendukung satu satu titik
pada puncak Pirmnida,, maka semua informasi yang beredar,
diawasi sejak dari perencanaan sampai eksekust, untuk disebarkan
kepada khalayak. Semua pengawasan, merujuk kepada upaya
mempertahankan status quo yang dikehendaki oleh elite dalam
pucik piramida informasi. Karena itu, sekalipun keberaadaan
informasi didukung oleh teknologi komunikasi, namun tetap
menghadapl jerat pengawasan di semua lini aliran informasi.
Dengan demikian, teramat sulit mengusung kebebasan komunikasi
yang tidak schaluan dengan kehendak kekuasaan negara,
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Secara substansial, keterbelengguan informasi pada akhirnya
berdampak terhadap pengembangan ilmu komunikasi yang tidak
maksimal. Memang di lingkungan akademisi komunikasi, tdak
sesederhana itu dalam menafsirkan manfaat ilmu komunikasi,
Mengingat bidang ilmu komunikasi terkait dengan Communication
Studies/Speech Communication, [ournalism, New Media, Public
Relations, Advertizing, Visual Communication, Telemigion, Radin
and Film (Broadcasting), Bussiness Communication, Photography,
Development Communication , dan Managemen! Communication and
Media, (Suprapto, Venus dkk, 2010). Semua yang terkait dengan
ilmu komunikasi tersebut, dinlai mampu menghasilkan manfaat
positif dalam interaksi antar manusia dengan segala kompleksitas
yang dihadapi.

Oleh karena its, Kaim tentang manfaat ilmu komunikasi
dalam membangun bangsa dan Megara, lazim kita dengar
dalam pesan politik yang disebarkan oleh media massa maupLn
entitas komunikasi lainnya. Namun tidak bisa dikesampingkan,
masyarakat, terlebih lagi  komuritas vang memiliki jarak
kekuasaan dengan kegiatan pemerintah, cenderung  menilai,
bahwa ilmu komunikasi berjalan linier dengan peran institusi
negara, eksistensi “penerangan” dalam lembaga pemerintah dan
tugas kewartawanan yang banyak mengandung resika,

Kendati demikian, dalam peralanannya menuju demokrasi,
yang diawali oleh reformasi politik, stigmatisasi ilmu komunikasi
vang hanya berkaitan dengan control pemerintah tersehut,
lambat laun berubah. Aliran pesan yang didukung oleh teknologi
kumurdkasidanjaringanirrtemet,mmjadi sulit untuk dikendalikan
oleh kekuatan pemerintah, Mengutip pendapat Hammaday dan
Heshmati (2011:2), setiap orang membutuhkan internst untuk
berinteraksi dengan orang lain supaya dapat berbagi pengalaman
dan pengetahuan. Internet merupakan kunei prakts untuk
pembangunan manusia dan inovasi,

Dalam kaitannya dengan kondisi di Indonesia, teknologd
komunikasi dan internet mendorong munculnya informasi, pesan,
berita dan simbol-simbol yang menyuarakan kondisi faktual dalam

Wil
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kehidupan berbangsa dan bermegara. Tentanyva jauh dan model
pengorganisasian informasi manajemen komunikasi pemerintah,
vang didistribusikan kepada media massa, badan publik dan
entitas - entitas lain yang wajib menjalankan penyebaran
informasi. Karena sedemikian banyvak berita tentang ketimpangan
vang menyangkul alannya pemerintahan, maka letjadi reformasi
politik vang mengamanatkan perlunya kebebasan dan transparansi
dalarm komunikasi, Alhasil, transparansi informasi menjadi salah
satu primadona yvang diunggulkan dalam pemcrintahan pasca
reformasi, dan semakin banyak masyarakal yang menebouni ilmu
komunikasi di berbagai perguroan tinggl,

Pertumbuhan Pendidikan Tinggi llmu Komunikasi

Bertitik tolak dari reformasi politik, yang memberikan
kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan gagasan, ilmu
komunikasi memperoleh keleluasaan yang faktual. Dalam art
dapat bergerak bebas secara eskalatif untuk beradaptasi dengan
tuntutan masyarakat, seputar perlunya demokratisasi komunikasi
dalarn berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Sefalan  dengan  hal tersebut, UUD 1945 pasal 28F,
menegaskan bahwa: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencar, meperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dengan rujukan UUD 45, yang mendukung kebebasan
komunikasi, terlepas dard konslsten pelaksanaan, namun tetap
memiliki dampak terhadap pertumbuhan bidang ilmu kemunikasi
yang dinilai mampu memberikan kontribusi dalam keberadaban
bemegara. Sejumlah peraturan yang berkaitan langsung dengan
dinamika kebebasan komunikadsi, antara lain Undang - Undang
Nomor 40/19%9 tentang Pers, Undang - Undang No. 32/ 2002
tentang Penyiaran. Setelah itu disusul pula dengan munculnya
Undang - Undang Nomor Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur
Informasi dan Transaksi Elektronika, UU Nol4 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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Peraturan — peraturan tersebut, secara esensial menguatkan
postsi Imu Komunikasi dalam menghadapt perubahan kehidupan
bermegara ke arah yang lebih transparan. Sudah barang tentu
berbagai macam peraturan lain yang menyanghkut terciptanya
pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah faktor yang juga
relevan dalam mendukung  keleluasaan gerak ilmu komunikasi
sirkuler dan interaktif yang peduli terhadap partisipasi masyarakat.

Dalam ULl Mo. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepobsme,
menegaskan bahwa asas umum  penyelenggaraan negara, haros
menyangkul kepentingan umum, dan keterbukaan. Masyarakat
dapat berperanserta dan mempunyai hak untuk memperoleh
informasi tetantng penyelenggaraan Negara,

Sejalan dengan itu, perkembangan peraturan yang terkait
dengan otonomi daerah, sejak reformasi politik sebagaimana
yang tercantum dalam UL No, 22/199 dan UU No. 32 Tahun
20M tentang Pemerintahan Daersh, memberikan keleluasaan
kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi yang berpijak
kepada demokratisasi, transparansi dan peranserta masvarakat
dalam wpaya mencapai kesejahteraan. Dalam menyelenggarakan
otonomi, daerah mempunyai  kewajiban  mengembanglkan
kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan,

Demikian juga dalam UL MNo. 2 tahun 2008, tentang Partai Politik,
vang mengedepankan kemerdekaan berserikat, berkumpul serta
mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia,
semakin menguatkan semangat keterbukaan. Sudah barang tentu,
masih ada peraturan - persturan lain tentang berbagai hal yang
mengedepankan perlunya demokratiasasi komunikasi. Intinya,
semua peraturan produk pemerintzhan reformasi, mendorong
tummbuhnya demokrasitisasi dalam komunikasi, yang memiliki
dampak besar terhadap perilaku masyarakat lebih terbuka.

Mencermatl merebaknya demokrasi komunikasi, diperlukan
sumberdaya vang memiliki keahlian memadai, untuk mengelola
kompleksitas produk kebebasan komunikasi dan informasi, Karena
itu, berbagai lembaga yang mengelola pendidikan tinggi, berupaya
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Peraturan - peraturan tersebut, secara esensial menguatkan
posisi Imu Komunikasi dalam menghadapi perubahan kehidupan
bermegara ke arah yang lebih transparan. Sudah barang tentu
berbagai macam peraturan lain yang menyanghut terciptanya
pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah faktor yang juga
relevan dalam mendukung  keleluasaan gerak ilmu komunikasi
sirkuler dan interaktif yang peduli terhadap partisipasi masyarakat,

Dalam ULl Mo. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
menegaskan bahwa asas umum  penyelenggarsan negara, harus
menyangkut kepentingan umum, dan keterbukaan. Masyarakat
dapat berperanserta dan mempunyai hak untuk memperoleh
informasi tetantng penyelenggaraan Negara.

Sejalan dengan itu, perkembangan peraturan yang terkait
dengan otonomi daerah, sejak reformasi politik sebagaimana
yang tercantum dalam UL Mo, 22/199 dan UU Mo, 32 Tahun
20 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan
kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi yang berpijak
kepada demokratisasi, transparansi dan peranserta masyarakat
dalam upaya mencapai kesejahteraan. Dalam menyelenggarakan
otonomi, daerah mempunyai  kewajiban  mengembangkan
kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan,

Demikian juga dalam LU No. 2 tahun 2008, tentang Partai Politik,
yang mengedepankan kemerdekaan berserikat, berkumpul serta
mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia,
semakin menguatkan semangat keterbukaan. Sudah barang tentu,
masih ada peraturan - persturan lain tentang berbagai hal yang
mengedepankan perlunya demokratissasi komunikasi. Intinya,
semua peraturan produk pemerintahan reformasi, mendorong
tummbuhnya demokrasitisasi dalam komunikasi, yang memililki
dampak besar terhadap perilaku masyarakat lebih terbuka.

Mencermati merebaknya demokrasi komunikasi, diperlukan
sumberdaya vang memiliki keahlian memadai, untuk mengelola
kompleksitas produk kebebasan komunikasi dan informasi. Karena
itu, berbagai lembaga yang mengelola pendidikan tinggi, berupaya
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membuka diri untuk mengembangkan ilmu kemunikasi, yang dapat
mendukung  kebebasan komunikasi untuk hjuan kesejahteraan,
keadilan dan keberadaban dalam berhangsa dan bemegara,

Berdasarkan UU MNo. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, prinsip penyelengraraan pendidikan harus demoloratis
dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemulkan
bangsa. Pendidikan dengan standar nasional diselenggarakan
sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan
mltimakna.

Dengan tidak mengabaikan ketentuan pendirian program
studi yang telah ditetapkan pemerintah, program studi ilmu
komunkikasi jumlahnya terus bertambah dalam waktu yang
relatif singkat Namun dengan semakin banyaknya jumiah prodi
lmu Komunikasi, maka yang menjadi pertanyaan disini adalah,
sejauhmana kompetensi lulusan, dosen, sarana dan prasarana,
pengelolaan, tenaga kependidikan mampu diwujudkan sesual
dengan upaya mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu komu-
nikasi dalam masyarakat.

Bagimanapun juga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu
komunikasi harus memiliki akuntabilitas sebagai komitmen untuk
mempertanggungiawabkan semua  kegiatan yang dijalankan
kepada pemangku kepentingan (PP Mo.66 Tahun 2010}, Di sisi lain,
kegiatan sistemik dalam memberikan layanan secara berkelanjutan
untuk mendubung kegiatan perkuliahan sebagaimana dalam
konteks penjaminan mutu harus sesual dengan standar nasional,

Sudah barang tentu dalam konteks reformast politik, pelak-
sanaan program kegiatan beruypaya untuk melaksanakan keter-
bukaan untuk mengemukakan informasi yang relevan kepa-
da pengguna lulusan dan masyarakat pada umumnya sebagai
pengguna informasi. Sebab, berdasarkan UU Mo.1 menyediakan
informasi secara berkala, informasi yang wajib divmumban serta
merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan mematuhi
pula informasi publik yang dikecualikan.

i



CEMIMUNMCATIN REVIEW
antalan Tenbong Bendidiban & Kati it Semck Jermun dem A 4

Pengelolaan Prodi llmua Komunikasi

Salah satu faktor yang mendukung proses pembelajaran di
perguruan linggi adalah adanya kurikulum yang sesuni dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tidak kalah
pentingnya, * kurikulum, yang merupakan seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan”, sejalan dengan
tuntutan masyarakat lokal, nasional mavpun internasional, dengan
segala macam problematika yang dihadapi,

Dikemukakan oleh Suprapto, Venus dkk (2000 1}, “sebagai
bagian dari komunitas ilmo komunikasi dunia, pengembangan
ilmu komunikasi di Indonesia, sepatutnya sejalan dengan tren
perkembangan/tuntutan  global. Dengan cara begitu maka
sumberdaya manusia komunikasi Indonesia, akan mampu
berperan dan bersaing dalam tatanan dunia yang semakin
integratif, terbuka dan kompetitif” .

Pada konteks ini, kurikulum prodi ilmu yang dikembangkan
oleh perguruan tinggi, harus tetap mengacu pada standar nasional
pendidikan. Karena itu, sudah selayaknya jika program studi dalam
bidang lmu Komunikasi, yang tersebar di berbagai perguruan tinggi
memiliki kurikulum sebagai salah sahs pendukung kompetensi,
vang dapat mencapai visi, misi dan tijuan yang telah ditetapkan,

Kompetensi Sarjana llmu Komunikasi, diarahkan {1)
mempunyai wawasan, pengetahuan dan kemampuan untuk
memahami, menganalisis serta memecahkan permasalaban dan
fenomena komunikasi yang terjadi di masyarakat. (2) Mempunyai
kemampuan bekerja pada era globalisasi dengan  dukungan
pengetahuan,  ketrampilan, teknologi  komunikasi, bahasa
Indenesia dan bahasa asing. (3) Memiliki sikap dan perilaku
sesuai etika profesi dan profesionalisme di bidang komunikasi. (4)
Memiliki kemampuan mengimplementasikan ketiga kompetensi
di industri komunikasi.

Program Sarjana dalam ilmu komunikasi diarahkan pada
hasil lulusan yang memiliki kualifikasi schagai berikut: (a)

xii
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Pengelolaan Prodi llmu Komunikasi

Salah satu faktor yang mendukung proses pembelajaran di
perguruan tinggi adalah adanya kurkulum yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tidak kalah
pentingnya, * kurikulum, yang merupakan seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan”, sejalan dengan
tuntutan masyarakat lokal, nasional maupun internasional, dengan
segala macam problematika yang dihadapi,

Dikemukakan oleh Suprapto, Venus dkk (2010: 1), “sebagai
bagian dari komunitas ilmo komuonikasi dunia, pengembangan
ilmu komunikasi di Indenesia, sepatutnya sejalan dengan tren
perkembangan/tuntutan  global. Dengan cara begitu maka
sumberdaya manusia komunikasi Indonesia, akan mampu
berperan dan bersaing dalam tatanan dunia vang semakin
integratif, terbuka dan kompetitif* ,

Pada konteks ini, kurikulum prodi ilmu yang dikembangkan
oleh perguruan tinggi, harus tetap mengacu pada standar nasional
pendidikan. Karena ity, sudah selayaknya jika program studi dalam
bidang llmu Komunikast, yang tersebar di berbagai pergurian tinggi
memiliki kurikulum sebagai salah satu pendukung  kempetensi,
yang dapat mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan,

Kompetensi Sajana llmu Komunikasi, diarahkan 1)
mempunyai wawasan, pengelahuan dan kemampuan untuk
memahami, menganalisis serta memecahkan permasalahan dan
fenomena komunikasi yang terjadi di masyarakat. (2) Mempunyai
kemampuan bekerja pada era globalisasi dengan dukungan
pengelahuan,  ketrampilan, teknologi  komunikasi, bahasa
Indenesia dan bahasa asing (3) Memiliki sikap dan perilaku
sesuai etika profesi dan profesionalisme di bidang komunikasi. i4)
Memiliki kemampuan mengimplementasikan ketiga kompetensi
di industri kemunikasi.

Program Sarjana dalam ilmu komunikasi diarahkan pada
hasil lulusan yang memiliki kualifikasi schagai berikut (a)

it
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Penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam mompun
ilmu komunikasi sehingga mampu  menemukan, memahami,
menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah
aktual komunikasl. (b) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan
keterampilan komunikasi yang dimiliki untuk kegiatan produktif
dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku
yang sesual dengan tata kehidupan bersama, (c) Mampu mengelola
sikap dan perilakn positif dalam berkarya di bidang komunikasi
dan dalam berkehidupan bersama di masyarakat. (d) Memiliki
kemampuan mengimplementasikan ketiga kompetensi di industri
komunikasi (Tinambunan dan Tim Aspikom, UPDM, 2004),

Selanjutnya hasil dari UPDM tersebut, dibahas lagi dalam
Lokakarya Pengembangan Program Studi lmu Komunikasi,
Kerjasama antara Direktorat Akademik Depdiknas dengan
Aspikom di Surakarta, 2-3 Desembér 2009, Diari hasil pembahasan
di Surakarta, diskusi - diskusi susulan dilakukan di lingkungan
Ditjen Dikti, dan dihasilkan pula Naskah Akademik vang
disampaikan ke Ditjen Dikti pada Desember 2010

Dalam perkembangannya, naskah akademik Tim, diupayakan
merujuk pula kepada Surat Dirjen Dikti No. 1030/ D/ T/ 2000 tanggal
26 Agustus 2010. Perihal @ Penataan Nomenklatur Program Studi
Peikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap, yang ditujukan
kepada Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis
Wilayah | - XII.

Surat Dirjen Dikti itu selengkapnya berisi sebagai berikut :
Dalam rangka meningkatkan kuoalitas pendidikan tinggi dengan
tetap mempertimbangkan otonomi akademik, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Kolokium Psikologi
Indonesia, Himpunan Psikelogi Indonesia (HIMPSD), Asosiasi
Pendidikan TinggilmuKomunikasi (ASPIKOM), Asosiasi Perguruan
Tinggi Informatika dan Komputer se-Indonesia (APTIKOM) dan
Forum Pendidikan Arsitektur Lanskap Indonesia (FPALI) telah
melakukan kajian terhadap Nomenklatur serta Kompetensi Lulusan
untuk keempat bidang {lmu sebagaimana tersebut pada perihal di
atas dan menetapkan nama dan jenjang program studi bagi bidang
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- bidang flmu tersebut sebagaimana terelampir,

Dengan telah ditetapkannnya nomerldatur sebagaimana pada
lamypiran surat in, maka nama - nama program studi untuk keempat
bidang ilmu tersebut, yang tercantum dalam Surat Keputusan
Dirjen Dikti 163/ DIKTI/ Kep/ 2007 tidak lagi berlaku. Bagi program
- program studi yang tidak lagi tercantum dalam lampiran surat
ini, agar tetap melanjutkan pendidikannya, sampai mahasiswa -
mahasiswa yang saat ini sedang studi dinyatakan lulus.

Sedangkan Lampiran Sural No. 1030/ D.T/2010, menetapkan
sebapai berikut ; Bidang lmu Komunikasi, dengan Program Studi ;
(1) lmu Komunikasi, (2) Jumalistik, (3) Hubungan Masyarakat, (4)
Periklanan, (5) Televisi dan Film, (6) Mansjemen Komunikasi dan
Media. Gelar unfuk jenjang 51 adalah 5.1 Kom, Sedangkan Jenjang 52
Bidang Tlmu Komunikasi, hanya terdiri dari satu Program Studi llmu
Komunikasi, dengan gelar M1 Kom (Magister Ilmu Komunikasi).
Demikian pula Jenjang 53 Bidang lmu Komunikasi, terdiri dari satu
Program Studi lmu Koommikasi, dengan gelar Dr (Doktor)

Dengan 6 program studi dalam bidang komunikasi, maka
diharapkan penyelenggara prodi ilmu  komunikagi, yang
sermnula enam hal tersebut diposisikan sebagai peminatan, dapat
dikembangkan menjadi program studi tersendiri. Sedangkan
sejumlah perguruan tinggi vang memang sudah memiliki prodi
- prodi tersebut, laporan EPSBED dapat menyesuaikan dengan
penataan nomenkaltur Program Studi Komunikasi yang baru.

Sebab dalam pelaporan EPSBED yang selama ini dilakukan,
merujuk kepada SK Dirjen Dikti 163/DIKTI/Kep/2007, yang
menetapkan hanya ada satu program studi ilmu komunikas,
sehingga PTN/ PTS vang memiliki prodi lain, misalnya hinas,
jurnalistik dil tetap memproses dalam EPSBED sebagai Prodi
Omu Komunikasi. Mengutp pernyataan Kuswarno (2009), SK
Dirjen Dikti 163/ DIKTI,/ Kep/ 2007, semua Prodi (Strata 1, 2 dan 3)
bernama llmu Komunikasi. Hubungan Masyarakat dan Jurnalistik
dikmasukkan dalam Diploma 3 Radio, Sedangkan TV & Film dan
Fotografi masuk pada rumpun Seni (program S1).

Selain itu, sesuai dengan UL Sisdiknas tahun 2003, ketentuan
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mengenai pelar akademik, profesi, atau vokast diatur oleh dengan
peraturan pemerintah. Olehsebabitu, terlepas dari masalah otonomi
perguruan linggi. tetapi gelar akademik bidang lmy kemunikasi
diharapkan merujuk kepada Surat No. 1030/ DT/ 2010.

Kﬂmpei‘ﬂlﬂf Bidang lNmu Komunikasi

Keenam program studi yang telah ditetapkan melalui Surat
Dirjen Dikti, No. 1030/D.T/2010, sejatinya harus memiliki
kompetensi yang berbeda, antara prodi vang satu dengan yang lain,
Karena itu perlu diramuskan secara spesifik dari masing - masing
prodi sesuai dengan kompetensi  yang akan dicapai. Mamun
kompetensi pada tiap jenjang pendidikan juga harus dinyatakan
secara spesifik, sehingga tidak terjadi tumpang tindah antara
Program D3, 51, 52 dan 53. Berdasarkan perumusan Suprapto,
Venus dick (3010: 12), Kompetensi rumpun ilmu komunikasi dalam
fenjang pendidikan D3, 51, 52 dan 53 adalah sebagai berikut:

L. Program Dwploma [ dalam rumpun ilmo komunikasi
diarahkan pada lulusan yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan teknis dalam melakukan pekerjaan tertentu
dalam kawasan rumpun ilmu kemunikasi, khususnya yang
bersifal rutin, memiliki kemandirian dalam pelaksanaan
maupun pertanggungiawaban proses dan hasil kerja, serta
mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar
keterampilan manajerial yang dimilikinya

2. Program Sarjana dalam ilmu komunikasi, diarahkan pada hasil
tulusan yang memiliki kualifikasi : (a) Penguasaan dasar-dasar
ilmiah dan keterampilan dalam ruompun ilmu kemunikasi
schingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan,
dan merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah aktual
komunikasi. (b) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan
dan keterampilan komunikasi yang dimiliki untuk kegiatan
produkif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap
dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama, (c)
Mampu mengelola sikap dan perilabu positif dalam bersama di
masyarakat
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3. Program Magister dalam rumpun  ilmu  komunikasi
diarahkan pada hasil lulusan yang (a) Memiliki kemampuan
mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan di
bidang komunikasi dengan cara menguasai dan memahami,
pendekatan, metode, kaidah ilmiah, serta keterampilan
penerapannya. (b)) Memiliki  kemampuan  memecahian
permasalahan dalam kawasan rumpun ilmu  komunikasi
melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan
kaidah ilmiah, (c) Memiliki kemampuan mengembangkan
kinerja profesionalnya vang ditunjukkan dengan ketajaman
analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, kepaduan
pemecahan masalah alau profesi yang serupa.

4. Program Doktor dalam rumpun ilmu komunikasi, diarahkan
untuk memiliki kemampuan flsafat dan landasan ilmiah
komunikasi, menguasai metodologi penelitian komunikast
dengan segala keragamannya, menguasai paradigma tearitik
bidang ilmu sehingga mampu mengembangkan konsep kellmuan
komunikasi secara komprehensif, serta mampu mengembangkan
pendekatan interdispliner dalam berkarya di bidang komunikasi.

Selain, kompetensi di setiap jenjang, keenam program studi
tersebut memiliki kompetensi dan bidang pekerjaan/ karir vang
berbeda satu sama lain. Untuk menggambarkan perbedaan
kompetensi, maka seliap prodi harus memenuhi empat aspek
persyaratan bagi kelayakan sebuah programstudi, yang meliputi (1)
profil lulusan, (2) kompetensi utama dan kompetensi pendukung (3)
bahan kajian kurikulum inti, (4) struktur pembelajaran. Penetapan
standar kompetensi, juga mengikuti pengelompokan Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keterampilan
dan Keilmuan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata
Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkepribadian
dan Bermasyarakat (MEE).

Sebagai ilustrasi, Naskah Akademik Bidang Ilmu Komunikasi
(Suprapto, Venus dkk (2010: 12), yang berisi profil Iulusan,
kompetensi utama dan kompetensi, bahan kajian dan struktur
pembelajaran, dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan,
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Profil Lulusan Program Studi llmu Komunikasi, disiapkan
emfuk menjadi seorang generalis di bidang komunikasi yang
me=mahami bidang penerapan ilmu komumikasi dalam berbagai
kemteks pekerjaan. Dengan orientasi yang bersifat umum maka
Sadesan ini idak akan mendalami bidang keterampilan komunikasi
yang bersifat khusus seperti produkst media elekironik atau atau
sendesain (klan yang dipersyaratkan dalam profesi Komunikasi
tertentu. Wamun demikian lulusan ini tetap memiliki empat
ksterampilan dasar komunikasi yang relevan untuk berbagai
Eadang pekerjaan komunikasi.

Kompetensi lulusan Progam Studi Lulusan Program Studi
Bmu Kemunikasi : (a) memiliki kesadaran dan wawasan tentang
fuss pengaruh ilmo komunikasi dalam  konteks kehidupan
khususnya sosial, budaya, ekonomi dan politik. (b) Mempunyal
kemampuan teoritis dan keterampilan menerapkan ilmu komu-
mikasi untuk bekerja dalam berbagai konteks komunikasi (e}
Memiliki  keterampilan dalam memanfaatkan kemajuan  tek-
nologi komunikasi dan memahami efek sosial-komunikasi yang
ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi tersebut (d) Memi-
liki motivasi, sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi
dalam mengembangkan profesionalisme di bidang komunikasi,
fe) Memiliki kemampuan mengimplementasikan dan mengem-
bangkan pengetahuan dan keterampilan komunikasi sesual
dengan kebutuhan profesd, industr dan sosial

Kompetensi Pendukung, lulusan Progam Studi lmu Komu-
nikasi (a) Memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan
sistern informasi dan audit komunikasi (b) Memiliki keterampilan
berbahasa inggris sebagal medium komunikasi di dunia profesional
(¢} Memiliki kemampuan human relations, persuasi dan negosiasi
dalam menangani berbagai masalah komunikasi

Bahan Kajian Prodi mu Komunikasi, mencakup (1) Wawasan
Teori Komunikasi (2) Kemunikasi dalam Konteks Antarpribadi
{3) Komunikasi Kelompok dan Organisasi . (4) Komunika Massa
{5) Teknologi Komunikasi dan Informasi (6) Metode Penelitian
Komunikasi , (7) Filsafat dan Etika Komunikasi
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Struktur Pembelajaran dalam Prodi llmu Komunikasi dibagi
kedalam empat fase pembelajaran berikut ;

1. Tahun Pertama : Membangun kesadaran tentang pengaruh ilmu
komunikasi dalam berbagai konteks Echidupan sosial, budaya,
ekonomi dan politik. Mahasiwa juga dibekali kemampuan
kemampuan memahami proses, fungsi dan strategi komunikasi
dalam berbagai konteksnya, serta pembelajaran keterampilan
dasar Komumnikasi,

2 Tahun Kedua: Memberikan wawasan pengetahuan tentang,
hAngsidanapliknsiknmuﬁkasidahmberbngaiknntekan}rasm-ta
bekal wawasan teoritis dalam mengidentifkasi, menganalisis
dan menerapkan ilmu komunikasi dalam menangani masalah
sosial komunikasi

3. Tahun Ketiga: Membangun kemampuan menerapkan ilmu
komunikasi daam berbagai konteks, saluran dan budaya
termasuk relasinya dengan perkembangan teknologi kemu-
nikasi dan isu-isu komunikasi aktual yang membutuhkan
analisis teoritis dan etis.

4. Tahun Keempat: memberikan bekal pengetahuan dan kemam-
puan untuk melakukan peneliian dalam tradisi keilmuan
komunikasi

Tentu saja untuk program studi lain dalam bidang ilmu
komunikasi seperti Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan,
Televisi dan Film, serta Manajemen Komunikasi dan Media, harus
membentuk profil lulusan, kompetensi utama dan kompetensi
pendukung, bahan kajian dan struktur pembelajaran yang berbeda,
antara satu dengan lainnya. Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang
tindih yang menghilangkan substansi dari aneka prodi
telah dibentuk oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan
komunikasi.

Melalui karakter spesifik yang dimiliki program  studi,
diharapkan eksistensi prodi dalam rumpun iflmu komunikasi
tetap diminati oleh calon mahasiswa, pemangku kepentingan dan
masyarakat pada umumnya. Sebab tidak bisa dikesampingkan,
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- Behwa prodi - prodi yang semula diminati bisa saja ditutup
karena sepi peminal. (Susanto, 2011). Karena itu pengelola Prodi
dalam rumpun ilmu kemunikasi harus terus berupaya, untuk
menyesuaikan profil lnlusan, kompetensi, pengembangan kajian dan
strukiur dalam penyelenggaraan perkuliahan secara berkelanjutan
sesual dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah.

Penutup

Penyelenggaraan pendidikan tnggi ilmu komunikasl yang
tumbuh dengan pesat, harus diantisipasi seiring dengan dinamika
mu pengetahuan, teknologi dan seni, Sebab, jika pendirian
prodi dalam rumpun ilmu komunikasi hanva mengejar aspek
krkinian, dalam arti sebatas melihat popularitas yang dikaitkan
dengan eksistensi teknologi komunikasi dan kebebasan informasi,
maka keberlanjutan pengelolaan program studi dapat terganggu.
Bahkan bukan mustahil, kaerena tidak diangani dengan baik sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan perygguna lulusan maupun
masyarakat pada umumnya, maka prodi - prodi dalam rumpun
ilmu komunikasi, dapat ditinggalkan oleh masyarakat

Karena itu, mengelola prodi, harus disesuaikan dengan
kompetensi yang memadai, sehingga kepercayaan publik terhadap
tulusan ilmu komunikasi tetap terjaga. Tidak bisa dikesampingkan
bahwa semakin banyaknya jumlah prodi ilmu kemunikasi, tdak
selalu sejalan dengan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi, Bukan mustahil justru mengabaikan standar
kelayakan penyelenggaraan prodi. Akibatnya lulusan yang
dihasilkan tidak mencerminkan kualifikasi memadai sebagaimana
harapan masyvarakat

Sepatutnya, pengelola prodi membangun fondasi yang kuat,
agar seluruh sivitas akademika mampu mengembangkan ilmu
komunikasi dan menerapkan untuk hal yang bermanfaat. Tetap
menjaga standar kompetensi adalah hal mutlak, sehingga eksistensi
rumpuen ilmu komunikasi tetap  dipercaya oleh  pemangku
kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat yang mengharapkan
peran para lulusan bidang ilmu komunikasi,
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